
BUPATI MAGETAN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR 27 TAHUN 2019
TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN BAMNG/JASA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan pasal 93 ayat (2) peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik
Daerah perlu menetapkan peraturan Bupati tentang pedoman

Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milit< Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan

Terbatas (l€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O07 Nomor 106, Tambahan tfmbarar Negara Republik
Indonesia Nomor 4756);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (L€mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l-€mbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Ifmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tamba_han kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5629);
Peraturan Pemerintah Nomor 5g Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (tembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 140, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 457g);

3.

2.



Menetapkan

6.

4.

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah (lcmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O17 Nomor 305, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 ?ahun 2Ol5
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O1S Nomor 2036);
Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun
2012 tentallg Perusahaan Daemh Air Minum tawu Tirta
(l,embaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2Ol2
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Magetan Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun
2013 tentang Perubahal atas peraturan Daerah Nomor g

Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Lawu
Tirta (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013
Nomor 4, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten
Magetan Nomor 3l);
Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun
20i5 tentang Perseroan Terbatas Bank pembiayaan
Rakyat Syariah Magetar (lrmbaran Daerah Kabupaten
Magetan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan l€mbaran
Daerah Kabupaten Magetan Nomor 43);

7.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN
BARANG/JASA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Bupati adalah Bupati Magetan.
3. Pengadaan Barang/Jasa adalah

barang/jasa yang dilakukan oleh
Daerah yang pembiayaannya

kegiatan pengadaan

Badan Usaha Milik
tidak langsung
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6.

7.

4.

5.

menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat
BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian
besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Direksi BUMD adalah organ BUMD yang bertanggung
jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan
tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam
maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan
anggaran dasar.

Agen Pengadaan adalah Unit Kerja pengadaan

Barang/Jasa atau Pelaku Usaha yang melaksalakan
sebagian atau seluruh pekerjaan pengadaal

Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oteh BUMD
sebagai pihak pemberi pekedaan.
Penyedia Barang/Jasa adalah pelaku Usaha yang
menyediakan barang/jasa untuk BUMD berdasarkan
kontrak.

BAB II
TUJUAN

pasal 2

Pengadaan Barang/Jasa bertujuan:
a. menyederhana,kan proses dan mempercepat pengambilan

keputusan;

b. meningkattcan efektivitas dan efisiensi;
c. meningkatka:r kemandirian dan profesionalisme;dan
d. meningkatkan sinergitas altar BUMD.

BAB III
KEBIJAKAN, PRINSIP, DAN ETIKA

PENGADAAN BARANG/JASA

pasal 3

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
a. meningkat&an kualitas perencanaan

Baralg/Jasa;
b. melaksanalan Pengadaan Barang/Jasa

transparan, terbuka dan kompetitif;

Pengadaan

yarg lebih
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c. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya
manusia Pengadaan Barang/ Jasa;

d. mendorong peningkatan penggunaan teknologi informasi
dan komunikasi, serta transaksi elektronik;

e. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan
Standar Nasional Indonesia;

f. memberikan kesempatan kepada Usaha Milro, Usaha
Kecil, dan Usaha Menengah;dan

g. berorientasi pada pertumbuhan bisnis BUMD.

Pasal 4

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip:
a. efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus

memperhatikan fungsi, manfaat, dan kegunaan yang
setara atau lebih baik dibandingkan denga:r anggar-an
yang dikeluarkan dan rnenghindari premborosan;

b. efektil berarti pengadaan Barang/Jasa harus sesuai
dengan kebutuhan dan tujuan pengadaan yang
ditetapkan dengan cara sebaik-baiknya;

c. transparan, berarti semua ketentuan, tata cara, syarat
dan kriteria pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan
bersifat terbuka dan tidak ada yang ditutup atau
disembunyikan;

d. terbuka, berarti proses pengadaan Barang/Jasa dapat
diikuti oleh Penyedia Barang/Jasa manapun tanpa
pembatasal yarlg menyebabkan hilangnya kesempatan
untuk berpartisipasi;

e. bersaing, berarti pengadaan Barang/Jasa harus
dilakukan dengan membuka ruang te{adinya persaingan
sehat dan menghindari persekongkolan;

f. adil, berarti Pengadaa! Barang/Jasa dilakukan dengan
cara yang adil dengan memperlakukan semua penyedia

Barang/Jasa dengan cara yang sama dan setara;dan
g. akuntabel, berarti pengadaan Barang/Jasa harus

mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan dan
dapat dipertanggungiawabkan sehingga dapat
menghindari potensi penyalahgunaan dan
penyimpangar .
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c.

d.

pasal 5

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa
mematuhi etika sebagai berikut:
a. melalsanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung

jawab untuk mencapai sasaran, kelalcaran, dan
ketepatan tujuan Pengadaan Barang/ Jasa;

b. beke{a secara profesional, mandiri, dan menjaga
kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus
dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan

Barang/Jasa;

lidak sating mempengaruhi baik laagsung maupun tidak
langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan
yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis
pihak yang terkait;
menghindari dan mencegah tedadinya pertentangan
kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung
maupun tidak largsung, yang berakibat persaingan
usaha tidak sehat dalam pengadaan Barang/Jasa;
menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran
keuangan BUMD;

menghindari dal mencegah penyalahgunaan wewenang
dar/atau kolusi;dan
tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak
menjanjikar untuk memberi atau menerima hadiah,
imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada
siapapun yang diketahui atau kepada siapapun yang
diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan

Barang/Jasa.

BAB IV
TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA

pasal 6

Kaidah dalam tata cara Pengadaan Barang/Jasa:
a. harus mencerminkan prinsip pengadaan yang

dan menjunjung etika F,engadaan;

e.

h.

f.

(1)

baik



b. menyesuaikan karakteristik dan proses bisnis BUMD
dengan mengacu pad,a best praLti.e yang berlaku;

c. harus mendorong terjadinya pertumbuhan bisnis
BUMD dan peningkatan kecepatan pengambilan
keputusan;dan

d. mendorong frenggunaan sistem pengadaan secara
elektronik.

(2) Metode Pengadaan Barang/Jasa BUMD meliputi tapi
tidak terbatas pada:

a. pengadaan langsung, pengadaan largsung
barang/pekedaan konstruksi/jasa lainnya, yaitu
metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa l,ainnya yang
bemilai paling banyak Rp. 2OO.OOO.OOO,OO (dua ratus
juta rupiah);

b. penunjukan langsung, yaitu metode pemilihaq untuk
mendapatJ<an Penyedia Barang/pekedaan
Konstruksi/Jasa Konsuttansi/Jasa l^ainnya dalam
keadaan tertentu;

c. tender, yaitu pemilihan penyedia Barang/Jasa dengan
peserta pemilihan dapat berasal dari petaku usaha
nasional dan pelaku usaha asing;

d. seleksi, yaitu metode pemilihan untuk mendapatkan
Penyedia Jasa Konsultansi; dan

e. e-marketplace pengadaan Barang/Jasa, yarg
menyediakan insfrastruktur teknis dan layanan
dukungan transaksi bagi Kementerian /I*mbaga/
Pemerintah Daerah/BUMD dan penyedia berupa:
1. Katalog Elektronik;
2. Toko Daring; dan
3. Pemi.tihan penyedia.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengadaan

Barang/Jasa diatur dalam peraturan Direksi BUMD.

pasal 7

(1) Organisasi Pengadaan Barang/Jasa dibentuk sesua
karakteristik dan kebutuhan BUMD.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi pengadaan

Barang/Jasa diatur dalam peraturan Direksi BUMD.
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Pasal 8

BUMD dapat menggunakan Agen Pengadaan apabita tidak
memiliki kemampuan dan kompetensi untuk mengelola
Pengadaan Barang/ Jasa sendiri.

Pasal 9

Dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa, Direksi BUMD
berkewajiban:

a. menetapkan Peraturan dan tata cara pengadaan

Bamng/Jasa padaBUMD masing-masing;
b. mengembangkan sistem pengadaan secara elektronik;dan
c. menetapkan program pengembangan sumber daya

manusia Pengadaan Barang/Jasa.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Peraturan Direksi tentang pengadaan Barang/Jasa di
lingkungan BUMD yang telah ada, dinyatakan tetap
berlaku sepanjang tida,k bertentangar dengan peraturan
Bupati ini.
Peraturan Direksi tentang pengadaan Barang/Jasa di
lingkungan BUMD yang telah ada dan bertentangan
denga-n Peraturan Bupati ini harus disesuaikan paling
lama 6 (enam) bulan seja-k peraturan Bupati ini
diundangkan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal l1

Peraturan Direksi tentang pengadaan Barang/Jasa
ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak peraturan
Bupati ini diundangkan.
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Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

da.tam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

pada tanggal

memerintahkan

penempatannya

Ditetapkan di Magetan

pada tanggal 28 Mei 2Ol9

BUPATI MAGETAN,

T'TD

SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan

pada tanggal 28 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

TTD
BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KAIIUPATEN MAGETAN TAHUN 2019 NOMOR 27

206 200003 1 004
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